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INTISARI

Pendaftaran tanah merupakan salah satu usaha pemerintah dibidang
pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Salah satu
kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah adalah pendaftaran tanah pertama kali
secara sporadik melalui pemberian hak. Kantor Pertanahan Kabupaten Musi
Banyuasin sebagai pelaksana dalam pendaftaran tanah diharapkan bisa
melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tujuan dari
pendaftaran tanah dapat tercapai. Terselenggaranya pendaftaran tanah yang baik
menjadi dasar dan perwujudan dari tertib administrasi di bidang pertanahan yang
merupakan salah satu tujuan dari pendaftaran tanah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian tentang pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara
sporadik melalui pemberian hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi
Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui kesesuaian proses pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara
sporadik meialui pemberian hak dengan ketentuan yang berlaku di Kantor
Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu tahun 2000 — 2002.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuisioner, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif
dengan menggunakan tabulasi, di mana data yang diperoleh, diolah dan disajikan
dalam bentuk tabel untuk kemudian di interpretasikan secara kualitatif.

Dalam pelaksanaan proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik
melalui pemberian hak terdapat kendala-kendala/hambatan yang dihadapi oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin. Hambatan-tersebut antara lain
terdiri dari hambatan intern dan ekstern. Hambatan intern berasal dari Kantor
Pertanahan itu sendiri, sedangkan hambatan ekstern ditimbulkan dari pihak
pemohon/masyarakat.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses
pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui pemberian
hak dalam kurun waktu tahun 2000 — 2002 pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Musi Banyuasin telah sesuai dengan Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 1998

tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang
Pertanahan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era pembangunan dewasa ini peranan tanah bagi pemenuhan
berbagai keperluan akan meningkat baik sebagai tempat bermukim maupun
untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat puia kebutuhan
akan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan tersedianya perangkat
hukumn yang tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten.
Pemberian jaminan kepastian hukum itu melalui suatu kegiatan atau proses
yaitu pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah di bidang pertanahan
sebagaimana yang telah diamantkan oleh Undang-Undang Dasar Pokok
Agraria (UUPA) terutama pasal 19 :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran

tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur
dengan ketentuan pemerintah”.

Pendaftaran tanah kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian
disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Kemudian, untuk pelaksanaannya pemerintah melalui Menteri Negara
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mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah..

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang
dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara
sistematik imaupun sporadik.

Pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik adalah kegiatan
pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak meliputi semua obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah
suatu desa/kelurahan. Sedangkan, pendaftaran tanah pertama kali secara
sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah mengenai satu atau beberapa

obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu

desa/kelurahan yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara individual

atau massal.

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kéntor
Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan
dengan banyaknya sertipikat yang diterbitkan melalui pemberian hak pada

tahun 2001 mencapai 2072 bidang ianzh.
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Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998.
Ketentuan tersebut memberikan pedoman tentang proses pelaksanaan
pelayanan bidang pertanahan yang dilaksanakan pada tiap-tiap Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota secara sistematis meliputi 36 (tiga puluh enam)
jenis pelayanan. Salah satu jenis pelayanan pertanahan adalah kegiatan
pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui pemberian hak.

Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pelaksana
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah diharapkan bisa melaksanakan
tugas tersebut dengan baik. Namun kenyataannya pelaksanaan pendaftaran
tanah pertama kaii secara sporadik belum bisa secara maksimal mengikuti
ketentuan yang berlaku yang disebabkan kurangnya sarana dan prasarana
penunjang dan sumberdaya manusia. Disamping itu banyaknya keluhan dari
masyarakat bahwa proses pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor
Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terlalu lama dan berbelit-belit. Hal ini
penulis amati secara langsung dilapangan dan melakukan wawancara dengan
beberapa orang pemohon.

Terselenggaranya pendaftaran tanah yang baik menjadi dasar dan
pérwujudan dari tertib administrasi di bidang pertanahan yang merupakan
salah satu tujuan dari pendaftaran tanah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul :
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B. Rumusan Masalah
Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penulis
merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1 Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara
sporadik berdasarkan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 di Kantor Pertanahan
Kabupaten Musi Banyuasin ?

2 Kendala-kendala apa yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Must
Banyuasin daiam proses pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali

secara sporadik.

C. Pembatasan Masalah
Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya serta untuk
mengarahkan dan memperjelas permasalahan yang diteliti, maka penulis
memberikan batasan masalah yaitu proses pelaksanaan pendaftaran tanah
pertama kali secara sporadik melalui pemberian hak milik dalam kurun waktu

3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai 2002.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui kesesuaian proses pelaksanaan pendaftaran tanah

pertama kali secara sporadik melaiui pemberian hak dengan Instruksi



b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses

pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik.
2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pihak-pihak
lain yang berkepentingan di dalam proses pelaksanaan pelayanan
pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui pemberian
hak. -

b. Memberikan masukan kepada pembuat keputusan yang berupa bahan
pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang pertanahan

khususnya daiam pelaksanaan pendaftaran tanah.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang telah dianalisis

mengenai proses pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik
4 p pe pe pe po

melalui pemberian hak dalam kurun waktu tahun 2000 — 2002 pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1.

Proses pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin secara umum telah sesuai dengan
Inmen No. 3 Tahun 1998 dan hanya terdapat satu tahapan yang berbeda, yaitu
pada pembukuan DI. 208 dan 307. Hal ini dilakukan atas kebijaksanaan
Kantor Pertanahan itu sendiri dan pada dasarnya tidak bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku serta membuat proses pekerjaan lebih praktis.

Kendala/hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi
Banyuasin dalam proses pelaksanaan penﬂaftaran tanah pertama kali secara
sporadik melalui pemberian hak terbagi 2 (dua), yaitu hambatan intern dan
ekstern. Hambatan intern yang berasal dari dalam Kantor Pertanahan
Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri : sarana dan prasarana yang Kurang

memadai, kuantitas dan kualitas sumberdaya yang masih kurang. Sedangkan
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lengkap, kurangnya kesiapan masyarakat dalam memasang tanda batas pada
saat pelakasanaan pengukuran schingga sulit dalam penerapan azas

kontradiktur delimitasi.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada

Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin maupun pihak-pihak yang terkait

dengan proses pelaksanaan pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

1

Agar proses pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik
melalui pemberian hak bisa berjalan sesuai dengan Inmen No. 3 Tahun 1998

hendaknya ditingkatkan sistem kerja guna menekan tingkat hambatan yang

_ terjadi pada proses pelaksanaannya.

Hendaknya persyaratan permohonan pemberian hak juga dicantumkan di
Kantor Desa/Kelurahan agar masyarakat dan aparat desa/kelurahan = dapat
mengetahuinya sehingga tidak terjadi kekuranglengkapan berkas pada
pemeriksaan di loket Kantor Pertanahan. Selain itu, perlunya ditingkatkan
penyuluhan oleh aparat pertanahan kepada masyarakat tentang hukum
pertanahan dengan melibatkan aparat desa/kelurahan agar masyarakat tidak

mudah tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
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